
 

  

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1406, 2017 KEMENHUB. Kelas Jabatan. Perubahan.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

  NOMOR PM 101 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 

199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN 

 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang   : a. bahwa dengan ditetapkannya Peta Jabatan dan Uraian 

Jenis Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 

2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan 

Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan; 

b. bahwa dengan bertambahnya beban, tanggung jawab 

terhadap pengawasan dan pelayanan di bidang 

transportasi serta telah dilakukannya evaluasi terhadap 

beberapa jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, perlu dilakukan 

penyesuaian kelas jabatan; 

c. bahwa hasil evaluasi jabatan pada Unit Pelaksana Teknis 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah 

mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat 
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nomor B/235/M.SM.04.00/2017 tanggal 28 Agustus 

2017 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di 

Lingkungan UPT Balai Pengelola Transportasi Darat 

Kementerian Perhubungan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas 

Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

4. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesian 

Tahun 2015 Nomor 260); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Pedoman 

Evaluasi Jabatan;  

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 101 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis dan 

Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 928); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
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2013 Nomor 1636); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 816); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 

2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2018) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang 

Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 784); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 

2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan 

Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan   

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1080); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI 

PERHUBUNGAN NOMOR 199 TAHUN 2015 TENTANG 

PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN. 
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Pasal I 

Menambahkan beberapa jabatan struktural setara jabatan 

Administator dan jabatan fungsional umum setara jabatan 

pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Balai 

Pengelola Transportasi Darat pada Lampiran Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang 

Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 

199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 784), tercantum dalam 

Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 5 Oktober 2017 

 

MENTERI PERHUBUNGAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Oktober 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,         

       

  ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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